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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk; a- Menganalisis bagaimana Mahasiswa
Aceh Yogyakarta mernandang penerapan hukum Islam di Aceh dari perspektif
politik; b. Memetakan bagaimana mahasiswa Aceh Yogyakarta manandang
penerapan Hukum Islam di Aceh dari perspektif hukum; c. Memahami
bagaimana mahasiswa Aceh mernandang penerapan hukum dari perspektif HAM;
d. Menganalisis dengan kritis mengapa pandangan Mahasiswa Aceh Yogyakarta
terhadap penerapan Syariat Islam dari perspektif politik, Hukum dan HAM
demikian.

Objek penelitian ini adalah 20 tnforman Matrasiwa Aceh yang kuliah di
Yogyakarta dengan kriteria; a Terdiri dari 15 pria dan 5 wanita; b. Umumnya
menernpuh strata satu; c. Berusia antara 19-24 tahun. Penelitian ini adalatr
penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Metode
pendekatan dengan analitis kritis menggunakan teori yang relevan diantaranya
analisis wacanil Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
wawancara secara.rnendalam dan observasi.

Hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dari persepsi Mahasiswa
Aceh Yogyakarta banrpa; a. Aspek politik tobagi dalam dua garis besar;
pertama, Menganggap penerapan syari'at Islam di Aceh sebagai kewajiban
agama dan kedua, Menganggap penerapan Syari'at Islam di Aceh hanya
kesepakatan politik; b. Aspek hukum mengarah kepada; pertama, Sudah ideal
dan kedua, Problern hukum c. Aspek HAM terbagi dua bagian; pertamq Rujukan
pada Agama serta budaya Aceh dan kedua, Pada kaidah standar dunia.

Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa Aceh, Penerapan Syariat Islam di Aceh, Politik,
Hukum dan HAM.
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MOTTO

Perlu l<eahlian bukan berdasarkan insting, buktikan
dengan tindalcan bulcan dengan banyalc bicara,
tetapkan tujuan yang jelas bukan dengan berjalan
tanpa arah, utamakan lcualitas bulcan memandang
jumlah, adalcan visualisasi bukan berdasar fiksi,
lakulcan bukan mengh ay al, implementasikan jangan
hanya buat lconsep, kenali eksistensi pribadi jangan
buta lcekuatan dan kelemahan diri.

Berfikir, konsultasi, putuskan, lakukan, korelcsi,
sempurnakan.

Dekati sang ahli, pelajari sang ahli, terapkan metode
sang ahli, jadilah ahli.

Ilmu pengetahuan jauh lebih bertahan daripada
sebuah imperium kekuasaan. Dalam jangka pendek
maupun jangka panjang pena lebih tajam dari mara
pedang, '
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan 

Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

Alif 

ba’ 

ta’ 

sa’ 

jim 

ḥa’ 

kha 

dal 

żal 

ra’ 

zai 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

z 

r 

z 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 
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 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

ِ 

 ء

 ي

sin 

syin 

ṣad 

ḍad 

ṭa 

ẓ 

‘ain 

gain 

fa 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

ya 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

' 

Y 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te  (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 

 يتعددة

 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta'addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbutah di Akhir Kata ditulis h 

 حكًة

 عهة

 كساية الأونيبء

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

Ḥikmah 

'illah 

Karāmah al-auliyā' 

  

D. Vokal Pendek 

___َ__ 

 فعم

 

_____ 

 ِ

 ذكس

___ُ__ 

fatḥah 

 

 

kasrah 

 

 

ḍammah 

ditulis 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

ditulis 

A 

fa'ala 

 

i 

 

żukira 

u 
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 ditulis yażhabu يرهت

 

E. Vokal Panjang 

Fatḥah + alif 

 جاهلية

Fatḥah + ya’ mati 

 تنسى

Kasrah + ya’ mati 

 كريم

ḍammah + wawu mati 

 فروض

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

i 

karim 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

Fatḥah + ya’ mati 

 بينكم

Fatḥah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 

 ااَتى

 اعدّت

 نئٍ شكستى

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u’iddat 

la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

 Diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf "al". 

 انقساٌ

 انقيبس

 انسًبء

 انشًس

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

al-Qur’ān 

al-Qiyās 

al-Samā’ 

al-Syam 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis menurut penulisannya. 

 ذوى انفسوض

 اهم انسُة

Ditulis 

Ditulis 

żawi al-furūḍ 

ahl al-sunnah 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Syari’at  Islam di Aceh dalam kerangka negara kesatuan

republik Indonesia sangat menarik untuk diteliti khu susnya dalam ranah politik,

hukum dan HAM. Posisi  Aceh yang sebelumnya sangat keras menentang

Jakarta dengan opsi merdeka, setelah diberikan kesempata n untuk menerapkan

hukum  Islam berangsur lunak.  Hal ini membuktikan bahwa wacana

pemberlakuan Syari’at Islam di Aceh cukup berhasil meredam pergolakan

politik di Aceh.

Syari’at Islam dapat diterapkan di Ac eh melalui proses politik yang

panjang. Terhitung setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada

1945, terdapat tiga kali peperangan yang berkaitan dengan aspirasi

pemberlakuan Syari’at Islam berlang sung di Aceh; Pertama, setelah Soekarno

menjanjikan menerapkan Syari’at Islam bagi Aceh namun tidak pernah

terealisasi,;1 Kedua, setelah DI TII diproklamirkan di Aceh Oleh Daud

Beureueh; dan ketiga, ketika Hasan Tiro mengu mumkan secara terbuka

berdirinya Accociation of Sumatra National Liberation Front (ASNLF) atau

yang lebih dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember

1 Di awal berdirinya Indonesia, untuk memikat hati orang Aceh Presiden pertama
Indonesia Soekarno tidak segan memainkan wacana kebebasan bagi Aceh untuk menerapkan
hukum sendiri yaitu hukum Islam, rayuan manis Soekarno juga berbuah manis dengan
bergabungnya Aceh ke dalam cakupan negara Kesatuan Republik Indonesia . Tetapi dalam satu
kesempatan Soekarno berpidato tanggal 27 Januari 1953 di Amuntai kalimantan Selatan , bahwa
Ia menolak Islam sebagai dasar negara.
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1976. Perang ketiga ini baru berakhir dengan ditandatanganinya Mou Helseinki

antara Indonesia dengan GAM pada 15 Agustus 2005.

Secara politik penerapan Syari’at Islam di Aceh j uga dikarenakan

kuatnya aspirasi rakyat Aceh yang harus didengar oleh otoritas pemerintah pusat

di Jakarta. Tidak jarang Aceh mengancam akan merdeka dari Indonesia jika

tidak diizinkan memakai hukum Islam sebagai dasar hukumnya. Walaupun

fokus utama GAM adalah kesejahteraan ekonomi, Syari’at Islam tetap mendapat

tempat di hati rakyat Aceh hingga kini. Ancaman terbukti dengan pembentukan

berbagai organisasi besar di Aceh yang mampu memoblisasi massa yang

didukung oleh rakyat Aceh. Sebut saja PUSA2, DI TII3, ASNLF4, dan SIRA5.

Organisasi-organisasi ini memiliki daya tawar tersendiri bagi Aceh untuk

mengajukan opsi merdeka.

2PUSA adalah singkatan dari Persatuan ulama Aceh yang diprakarsai oleh Teungku
Abdurrahman dan memilih Daud Bereuh sebagai ketua pertamanya. Organisasi ini didirikan di
Matang Glumpang Dua pada awal kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini banyak men dapatkan
dukungan dari rakyat Aceh terutama ditujukan untuk mengusir penjajah dari Aceh.

3 Darul Islam-Tentara Islam Indonesia merupakan gerakan yang menginginkan
Indonesia menjadi negara berhukum Islam, DI -TII di masa awal terdapat di Jawa Barat, Aceh
Sulsel, dan kalsel. Khusus untuk  Aceh dipimpin oleh seorang yang cukup berpengaruh yaitu
Tengku Daud Bereueh dan didukung oleh mayoritas rakyat Aceh karena dipimpin oleh sejumlah
ulama besar Aceh.

4ASNLF adalah organisasi International yang kepanjangannya adalah Accociation
Sumatra Nation Liberation Front. Organisasi ini didirikan oleh Teuku  Hasan  Muhammad Di
Tiro seorang pemuda  Aceh yang pernah mengenyam pendidikan di  UII Yogyakarta serta
Amerika Serikat, tujuannya adalah memerdekakan Aceh dari Rep ublik Indonesia.

5SIRA merupakan akronim dari Sistem Informasi rakyat Aceh yang diproklamirkan
pada 8 November 1999  oleh sejumlah mahasiswa Aceh dari perwakilan seluruh tanah air .
Organisasi SIRA menggelar sidang umum masyarakat pendukung referendum dan
mengumpulkan rakyat Aceh yang  diperkirakan dihadiri dua juta orang di depan masjid raya
Baiturrahman untuk mengadakan referendum dan bertujuan memenangkan Aceh untuk merdeka
jika tertjadinya referendum antara memilih merdeka atau bersatu dengan Republik Indonesia.
Lihat M. Hamdan Basyar Dkk, Aceh baru: Tantangan Perdamaian Dan Reintegrasi,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 17. Dan M. Hasbi Amiruddin, Perjuangan ulama Aceh
Di Tengah Konflik, (Yogyakarta: Cenninets Press, 2004), hlm. 78 -79.
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Respon dari pemerintah Indonesia terhadap tuntutan rakyat Aceh dapat

dilihat dari pola yang diterapkan  sebagai upaya untuk meredam serta

meminimalisir ketiga  konflik politik  yang pernah terjadi. Semenjak Aceh

menyatakan diri untuk  bergabung  dengan negara Kesatuan Republik

Indonesia, tercatat beberapa kali Aceh menentang Jakarta dan Jakarta mampu

meredamnya dengan mengangkat i su kebebasan bagi Aceh untuk menerapkan

hukum Islam.

Beberapa konflik fisik antara Aceh dengan Jakarta terbukti efektif

diredakan dengan menjanjikan dan membuat beberapa kesepakatan politik yang

mewacanakan penerapan Syari’at Islam di Aceh. Pemberontakan Daud Bereueh

menghasilkan keistimewaan bagi Aceh dalam bidang agama, adat dan

pemerintahan. Keistimewaan di bidang agama merujuk kepada penerapan

Syari’at Islam. Demikian juga dengan perlawanan yang diberikan Aceh terhadap

Jakarta di bawah komando Hasan Tiro  denga n organisasi GAM yang

dibentuknya, cukup memberikan pengaruh bagi rakyat Aceh dan menyedot

perhatian serius dari pemerintah Indonesia mengingat opsi organisasi ini untuk

merdeka. Namun dalam perjalanan waktu, bencana t sunami tahun 2004 melanda

Aceh. Akhirnya GAM berdamai dengan RI dengan berbagai kesepakatan politik

yang menguntungkan kedua belah pihak. Konflik panjang antar kedua belah

pihak berakhir dengan berbagai hasil kesepakatan, di antaranya Aceh dapat

menjalankan mekanisme hukum sendiri lengkap deng an serangkaian perangkat

pendukungnya. Hukum Islam diberlakukan di Aceh dengan lembaga peradilan

Mahkamah Syari’ah dan polisi Syari’ah sebagai penunjang utamanya .
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Dalam bidang hukum kita mengenal dogma kesetaraan di depan hukum .

rakyat Aceh mempunyai hukum yang berbeda dengan daerah manapun di

Indonesia dengan penerapan hukum Islamnya yang oleh pemerintah Indonesia

diatur  terakhir   dengan UU No. 11 tahun 2006. Hal ini juga dikarenakan status

Aceh yang menjadi daerah otonomi khusus. Aceh adalah daerah yang mendapat

status otonomi khusus dengan disahkannya UU No. 18 tahun 2001 dalam

lembaran negara No. 114 tahun 2001 pada tanggal 9 Agustus 2001. UU ini pada

prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khu sus bagi Aceh yang berbeda

dari kewenangan pemda lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun

1999 dan UU No. 25 tahun 1999. Hanya sedikit daerah di Indonesia yang

mendapatkan status otonomi khusus dewasa ini, diantaranya; Papua dan Aceh.

Namun diantara daerah khusus tersebut, Acehlah yang terkhusus sebab banyak

memiliki keistimewaan tersendiri sebagaimana dijelaskan di atas. 6

Sebelumnya beberapa aturan pernah dikhususkan untuk  Aceh terutama

di bidang agama. UU tahun  1962 mengistimewakan Aceh di bidang adat, agama

dan pendidikan. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Aceh

dinyatakan bahwa pengakuan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh

didasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan isi

keistimewaannya berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat dan pendidikan

serta memerhatikan peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pada

tahun 1999 pula dikeluarkan UU Nomor 44 yang menyatakan tentang

penyelenggaraan keIstimewaan Aceh, bahwa Syari’at Islam ditegaskan sebagai

6 Sosialisasi Mou Helsinki (Aceh: Media Center Aceh, 2005).



5

bagian dari keIstimewaan dalam bidang agama. Untuk memudahkan realisasi

hasil Mou Helsinki dari segi instrumen hukumnya, regulasi dalam bidang

otonomi khusus bagi Aceh dibuatlah UU No. 18 tahun 2001 kemudian dicabut

dan diperbaharui dengan UU No. 11 tahun 2006 tentang Undang -Undang

pemerintahan Aceh (UU PA)  yang merupakan hasil kesadaran yang kuat dari

pemerintah pusat dan GAM untuk mengakhiri konflik secara damai,

menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat yang permanen dalam kerangka

NKRI.

Kelahiran UU PA merupakan kilas baru sejarah perjalanan Propinsi Aceh

dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur,

sejahtera dan bermartabat. Hal  yang perlu dipahami adalah Nota kesepahaman

(Memorandum of Understanding) merupakan bentuk rekonsiliasi secara

bermartabat menuju pembangunan sosial, eko nomi dan politik di Aceh secara

berkelanjutan. Hasil kesepahaman tersebut menginginkan penyelenggaraan

pemerintahan Aceh secara lebih mandiri dan lebih luas terma suk dalam bidang

pelaksanaan Hukum Islam di Aceh.

Kekhususan Aceh di bidang hukum dapat disoro t dari UU No. 11 tahun

2006 tentang pelaksanaan Syari’at Islam yang kemudian didukung dengan

perangkat berbagai lembaga yang diperlukan, seperti Dinas Syari’at Islam7,

7 Dinas Syari’at Islam Provinsi diresmikan pada tanggal 25 Feb ruari 2002. Lembaga
inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syari’at Islam. Tugas utamanya adalah menjadi
perencana dan penanggung jawab pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh.
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Mahkamah Syari’at8, Polisi Syari’at9, Wilayatul Hisbah10, Majlis

Permusyawaratan ulama11 dan instrumen hukumnya berupa Qanun Aceh 12.

Kecenderungan pelaksanaan hukum di Aceh yang berbeda dengan pemerintah

pusat dan daerah lain di Indonesia menyebabkan Aceh lebih menyerupai negara

federal seperti di Malaysia yang masing -masing negara bagiannya dapat

menerapkan aturan hukum yang berbeda dengan negara bagian lainnya. Padahal

Aceh jelas berada dalam bingkai negara Indonesia dengan sistem negara

kesatuan bukan negara federal.

Beberapa poin penerapan Syari’at Islam di Aceh tentu saja mendapat

kritikan yang tajam dari berbagai pihak terutama dari aspek HAM. Tidak hanya

dari segi kesepakatan politik yang berseberangan dengan asas kesetaraan di

bidang hukum bagi seluruh rakyat Indonesia yang di Aceh berbeda karena

menerapkan hukum Islam, tetapi juga berbenturan dengan Hak Asasi Manusia

(HAM) seperti dalam penerapan hukuman cambuk, khalwat dan jilbab. Bahkan

tidak jarang hukum Islam di Aceh menarik garis demarkasi yang begitu luas

8 Mahkamah Syari’ah merupakan pengganti pengadialan agama yang sudah di
hapuskan. Mahkamah ini akan mengurus perkara muamalah (Perdata), jinayah (pidana)
yangsudah ada Qanunnya. lembaga ini adalah pengadilan yang akan m engadili pelaku
pelanggaran Syari’at Islam.

9 Bertugas menindak di lapangan bagi para pelanggar hukum Syari’at Islam di Aceh.

10 Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berwena ng memberitahu dan
mengingatkan anggota  masyarakat tentang aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan
menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari.

11 Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama untuk
berinteraksi, berdiskusi dan melahirkan ide-ide baru di bidang Syari’at. Kaitannya dalam
pelaksanaan Syari’at Islam adalah lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan,
bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari’at
Islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat.

12 Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk
melaksanakan Syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh
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dengan hukum nasional Indonesia seperti mekanisme hukumnya. Mekanisme

hukum Aceh yang kemudian diatur dalam Qanun yang disahkan oleh DPRD dan

Gubernur Aceh mengandung beberapa kelemahan menurut kacamata Hak Asasi

Manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Fakta di lapangan yang terbaru

dilaporkan oleh Human Right Watch (HRW) 13 mengindikasikan adanya proses

main hakim sendiri pada orang yang dianggap telah melanggar Qanun Aceh, hal

yang sering terjadi pada kasus bersunyi-sunyian (Qanun yang mengatur tentang

khalwat) berlawanan jenis berduaan, bukan suami istri sering dihakimi oleh

masyarakat tanpa melalui proses persidangan terlebih dahulu. Begitu juga

beberapa muatan materi hukum lainnya dalam penerapan Syari’at Islam di Aceh

sering juga dianggap bersebarangan dengan prinsip HAM, misalnya

pemberlakuan hukum cambuk dan juga dalam a turan yang mewajibkan

perempuan berbusana muslim dianggap sebagai pelanggaran atas kebebasan

untuk berekspresi yang menyebabkan kaum hawa tidak dapat secara bebas

memakai busana yang disenanginya.

Dalam kondisi demikian, penting untuk melihat pandangan mas yarakat

Aceh yang ada di Yogyakarta khu susnya para mahasiswa Aceh yang dinaungi

oleh organisasi Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta dalam menanggapi

berbagai isu yang berkatitan dengan latar belakang ini, terutama i su politik,

hukum dan HAM dalam penerapan Syari’at Islam di Aceh. Tujuannya,

memetakan perspektif  kaum intelektual muda dalam menanggapi i su penting

13Laporan Human Rights Watch, Menegakkan Moralitas, Pelanggaran Penerapan
Syari’at Islam Di Aceh, Indonesia, (Newyork, Human Rights Watch, 20 10), hal 1-83.
Melaporkan telah terjadi pelanggaran HAM pada Qanun khalwat dan jilbab.
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yang terjadi di daerahnya dan untuk memahami mengapa pandangan demikian

lahir di kalangan mereka.

Pilihan objek penelitian pada mahasiswa Aceh Yogyakarta yang

terhimpun dalam Taman Pelajar Aceh Yogyakarta disebabkan bukan hanya

karena mahasiswa sebagai kalangan intelektual yang turut memproduksi

pemikiran terhadap sikap mereka mengena i Perdamaian di Aceh. Tetapi hal ini

juga mengingat Hasan Tiro pendiri gerakan besar di Aceh terekam sebagai

alumnus UII Yogjakarta yang sewaktu kuliah menetap di asrama Meurapi Dua.14

mahasiswa Aceh yang kuliah di Jogjakarta juga pernah mengumpulkan seluruh

perwakilan mahasiswa Aceh dari seluruh Indonesia untuk merespon k eadaan

Aceh yang pada waktu itu mengambil keputusan mencetuskan ide untuk

referendum pada tahun 1999 setelah Timor-Timor berhasil merdeka dari NKRI.

Penelitian ini, berusaha menggali perspektif dari mahasiswa Aceh yang

diasumsikan dapat mewakili pandangan rakyat Aceh tanpa mengurangi nilai

utamanya yaitu respon rakyat Aceh tentang penerapan Syari’at Islam di  Aceh.

Beberapa rentetan peristiwa di Aceh menunjukkan p artisipasi mahasiswa

dalam pembentukan cara pandang masyarakat Aceh sangat besar. Pada Februari

1955 setelah terjadi pembantaian terhadap warga desa Pulot Leupu ng dan Cot

Jeumpa di Aceh besar, kejadian yang dipicu meledaknya sebuah truk tentara

yang dibakar, karena tentara tidak dapat menemukan pelakunya tentara

Indonesia mambantai sekitar  100 or ang penduduk dua desa tersebut. Peristiwa

ini menimbulkan simpatik mahasiswa Aceh, mahasiswa Aceh di Aceh, Medan,

14 Asrama Meurapi Dua, Sewaktu studi di jogjakarta, Hasan Tiro tinggal di kamar Daud
Bereuh.
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Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Bandung dengan keras mengutuk

pembantaian itu.15 Tahun 1999 dan 2000 mahasiswa Aceh menuntut pemerintah

pusat untuk memberikan kesempatan referendum bagi Aceh setelah fakta

Timor Leste berhasil untuk merdeka dari Indonesia . mahasiswa juga

mengkoordinasikan masyarakat Aceh untuk mendukung referendum bagi

kemerdekaan Aceh yang dilaksanakan di beberapa asrama Aceh di Yogyakarta.

Mahasiswa yang memimpinan aksi referendum di Aceh  adalah M.

Nazar yang sekarang menjabat wakil Gubernur Aceh berpasangan dengan

Irwandi Yusuf seorang mahasiswa lulusan kedokteran hewan di Amerika

Serikat. Mereka menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenangkan

pemilu melalui partai lokal yaitu partai Aceh melalui jalur independen, partainya

para kombatan GAM yang cukup signifikan berhasil mengambil hati rakyat

Aceh untuk memilih mereka. 16 Rencananya Pada tanggal 15 November 2011 ini

mahasiswa Aceh seluruh Indonesia yang dimotori mahasiswa Aceh Jogjakarta

akan kembali mengadakan pertemuan di Jogjakarta untuk menyikapi keadaan

Aceh terkini.17

Keterkaitan mahasiswa yang dihuni kaum muda dapat ditelisik dengan

meminjam istilah Aristoteles “masa depan sebuah bangsa terlatak pada

15 Lihat M. Hamdan Dkk, hlm. 8.

16 Pada pemilukada langsung  11 Desember 2006 Irwandi Yusuf-M. Nazar yang maju
melalui partai lokal yaitu pertai Aceh yang kemudian  berhasil  meraih suara tertinggi sebanyak
38,2%, dengan hasil ini mengantarkan pasangan Nomor urut 6 tersebut ke Aceh 1 dan 2, mereka
dilantik oleh Mendagri pada 8 Febru ari 2007. Lihat Data Sekretariat Desk Pilkada Propinsi
ACEH dalam Ikrar Nusa Bhakti Dkk, beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahhun Pasca MOU
Helsinki, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 185.

17 Wawancara dengan Hafid Akbar ketua pelaksana pertemuan mahasiswa Aceh seluruh
Indonesia 2011 yang berlangsung pada 15 November 2011. Wawancara berlangsung pada 17
September 2011 di asrama Provinsi Aceh, Sabena Yogyakarta.
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pendidikan generasi mudanya” masa depan Aceh sangat ditentukan generasi

mudanya, generasi intelektualnya yang akan melanjutkan tradisi kepemimpinan.

Mengingat pentinganya peran mahasiswa terhadap penerus kepemimpina n di

Aceh, sangatlah perlu untuk diteleti lebih serius perihal perspektif mahasiswa

Aceh di Yogjakarta dibalik penerapan Syari’at Islam di daerahnya.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana mahasiswa Aceh Yogyakarta memandang penerapan hukum

Islam di Aceh dari perspektif politik?

2. Bagaimana mahasiswa Aceh Yogyakarta memandang penerapan hukum

Islam di Aceh dari perspektif  hukum?

3. Bagaimana mahasiswa Aceh memandang penerapan hukum Islam dari

perspektif  HAM?

4. Mengapa mahasiswa Aceh Yogyakarta memandang demikian terhadap

penerapan Syari’at Islam di Aceh, dari perspektif politik, hukum dan HAM?

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Menganalisis bagaimana mahasiswa Aceh Yogyakarta memandang

penerapan  hukum Islam di Aceh dari perspektif politik.

b. Memetakan  bagaimana mahasiswa aceh     Yogyakarta     memandang

penerapan Hukum Islam di Aceh dari perspektif  hukum.
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c. Memahami bagaimana mahasiswa Aceh memandang penerapan hukum

Islam di aceh dari aspek  HAM.

d. Menganalisis  dengan  kritis      mengapa pandangan mahasiswa Aceh

Yogyakarta terhadap penerapan Syari’at Islam dari perspektif politik,

hukum dan HAM demikian.

2. Kegunaan

a. Memberikan rekomendasi pertimbangan kebijakan yang  dapat diambil

oleh pemerintah pusat Indonesia terhadap daerah tertentu yang mempunyai

keunikan dari segi budaya dan tradisi.

b. Menjadi bahan kajian alternatif bagi daerah untuk  memperjuangkan

haknya agar mendapat perlakuan yang layak dari pemerintah pusat.

c. Sebagai  rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk

mempertimbangkan kemungkinan me mberlakukan sistem negara federal

yang masing-masing daerah dapat mengatur dirinya sendiri, disamping

sistem negara kesatuan.

d. Bahan kajian ilmiah bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum untuk

melihat alternatif pertimbangan penerapan hukum yang  berbed a dari yang

diterapkan secara umum di wilayah Indonesia.

C. Kajian Pustaka

Beberapa kajian yang relevan dengan tema ini berupa makalah, skripsi,

tesis, disertasi, dan buku sengaja dikutip untuk memperkuat sekaligus

meletakkan kekhususan penelitian ini. Setiap kajian pustaka yang digunakan
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selalu disertai dengan analisis tentang spesifikasi kajian yang dikutip beserta

posisi penelitian ini terhadap sumber kajian pustaka, dengan begitu diharapkan

terbentuknya sebuah kajian yang kuat dengan sumber yang sudah mengalami

pengujian sebelumnya untuk originalnya sebuah penelitian.  Diantara kajian

pustaka yang dimuat adalah sebagai berikut:

1. Buku yang ditulis oleh Moch. Nurchasim dengan judul Konflik dan Integrasi

Politik Gerakan Aceh Merdeka; Kajian Tentang Konsensus Normatif  Antara

RI Dan GAM dalam Perundingan Helsinki.18 Memberikan gambaran tahapan

kemelut politik perjanjian Helsinki dari awal sampai akhir sehingga terjadilah

kesepakatan politik yang memberikan banyak keuntungan bagi Aceh serta

Indonesia.

Tekanan politik yang dimiliki Aceh terhadap pusat kekuasaan

Jakarta dapat menghasilkan sebuah perjanjian politik yang mendekatkan

Aceh seperti negara federal dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Namun aspek politik yang hendak difokuskan dalam peneli tian ini adalah

memandang kemungkinan faktor lain selain tuntutan merdeka yang

disuarakan oleh sebagian rakyat Aceh yaitu pandangan kalangan mahasiswa

Aceh Yogyakarta terhadap kesepakatan politik yang menyebabkan dapat

diterapkannya Syari’at Islam di tanah Aceh. Buku ini sangat mendukung bagi

kajian tentang persepsi mahasiswa Aceh terhadap pemberlakuan Syari’at

Islam di daerah mereka terutama persepsi politik yang  ditemukan di lapangan

setelah proses wawancara intensif dilakukan.

18 Moch. Nurhasim, Konflik Danintegrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka; Kajian
Tentang konsensus Normatif  Antara  Ri Dan Gam Dalam Perundingan Helsinki. (Jakarta:
Pustaka Pelajar, 2008 ).
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Fungsi lainnya dari buku ini adalah letak signifikansinya dengan

lobi-lobi politik agar masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah

perjanjian dapat merasa sama-sama menang yang kemudian akan membantu

dalam proses pengembangan penelitian ini terhadap kecenderungan tawaran

opsi Syari’at Islam bagi Aceh jika bergolak dan juga kecenderungan tawaran

lain bagi daerah lain yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia.

2. Skripsi yang dibuat oleh Hendra Dwizani, yang bertema Persepsi mahasiswa

Asal Aceh yang Bedomisili di Yogyakarta Terha dap Penerapan Syari’at

Islam di Aceh.19 Skripsi ini bertujuan memahami persepsi mahasiswa Aceh

Yogyakarta mengenai penerapan Syari’at Islam dan apa saja yang

mempengaruhi persepsi tersebut. Secara  umum disimpulkan bahwa faktor

yang paling mempengaruhi per sepsi mahasiswa Aceh terhadap Syari’a t Islam

di Aceh adalah faktor fungsional dimana para responden berkeinginan untuk

terciptanya nuansa Islami di bumi Aceh seperti pada pemerintahan Sultan

Iskandar Muda masa lalu.

Skripsi ini juga penting untuk melihat pandangan awal hasil

penelitian dan menambah referensi tentang objek penelitian mahasiswa Aceh

yang berdomisili di Yogyakarta. Jika dilihat sekilas judul dari skripsi di atas

maka tampak sangat mirip dengan penelitian ini, tapi ketika didalami dan

dicermati ulang akan tampak jarak perbedaan keduanya. Perbedaannya tetap

saja pada spesifikasi kajian, politik, hukum dan HAM dalam penelitian ini

tampaknya sedikit disinggung. Politik dalam skripsi tersebut mempunyai

19 Hendra Dwizani, Persepsi mahasiswa Asal Aceh yang Bedomisili di Yogyakarta
terhadap Penerapan Syari’at  Islam di Aceh. (Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2007).
Skripsi tidak diterbitkan.
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ruang yang cukup, namun hukum dan HAM tidak dibahas secara khusus.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dan cara menganalisis

hasilnyapun berbeda, dimana dalam penelitian tersebut dibuat angket dan

analisis dengan angka dan huruf tertentu karena penelitiannya kuantitatif

sedang dalam penelitian ini hanya menggunakan wawancara secara

mendalam tanpa membuat angket dan menguraikannya  lang sung tanpa

bentuk angka-angka.

3. Makalah yang  dibuat oleh  Dr. Edi Purnama, SH., MH. Yang disampaikan

pada seminar nasional menata ulang desentralisasi dari perspektif daerah

dengan judul Refleksi otonomi Khusus Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006.

Makalah ini menjelaskan tentang otonomi khusus  Aceh yang masih banyak

kekurangan aturan pendukungnya dari pemerintah pusat.20 Sehingga dianggap

otonomi khusus terkesan setengah hati.

Kajian ini berfungsi untuk menganalisis kewenangan Aceh yang

dapat diintegrasikan dengan keunikan Aceh d i bidang hukum yang

menaunginya. Makalah ini berbeda dengan penekanan kajian pada penelitian

ini dalam hal analisis terhadap p andangan mahasiswa Aceh Yogyakarta

terhadap penerapan Syari’at Islam di Aceh dari per spektif politik, hukum dan

HAM. Namun berperan dalam menambah penjelasan penelitian ini dari

aturan hukum terbaru yaitu UU No 11 tahun 2006 untuk mendukung

kekhususan Aceh. Makalah ini banyak menyorot  langkah setengah hati yang

20 Makalah Oleh Dr. Edi Purnama, SH., MH. Yang disampaikan pada seminar
nasional menata ulang desentralisasi dari perspektif  daerah di UGM 25 Januari 2010 dengan
judul Refleksi otonomi Khusus Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006. Makalah ini tidak
diterbitkan
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dilakukan pemerintah pusat terhadap Aceh, dibuktikan dengan sedikitnya

aturan pendukung atau aturan pelaksana yang dibuat pusat terhadap entri poin

yang disepakati dalam perjanjian Helsinki yang men yebabkan Aceh tidak bisa

menerapkan dengan leluasa hasil perjanjian  tersebut. Fokus makalah ini

penting bagi penelitian ini dalam meletakkan Aceh sebagai daerah yang

memiliki aturan hukum yang berbeda dengan aturan tersendiri  yang

mempunyai permasalahan cukup kompleks dalam merealisasikan berbagai

kewenangan yang dimiliki Aceh.

4. Jurnal Assyirah, pada kolom tentang penerapan Syari’ah Islam di Aceh yang

ditulis oleh Al Yasa Abu Bakar, merupakan sebuah referensi yang sedikit

membantu memahami eksistensi pener apan Syari’ah Islam di Aceh, terutama

dari dasar hukum nasional yang menaunginya. Judul tulisan ringkas ini

adalah UU pemerintahan Aceh: otonomi di Bidang Hukum, menjadi

penelitian terbaru tentang isu penting dalam kekhususan hukum di Aceh.21

Tulisan ini berperan dalam membantu memetakan penerapan

hukum Islam di Aceh dengan seperangkat lembaga pendukungnya yang

sangat berperan penting dalam penerapan Sy ari’at Islam itu sendiri. Tulisan

Al Yasa Abubakar ini tidak mengangkat dari aspek politiknya, terkesan han ya

mendeskripsikan penerapan Syari’at Islam di Aceh yang disertai lembaga -

lembaga penopangnya. Penelitian ini lebih dimaksudkan untuk mengangkat

aspek hukum dan politik dan dikaitkan juga dengan kajian HAM.

21 Jurnal Assyirah. Vol. 41, No. I. Th. 2007, (Jogjakarta : Fakultas Syari’ah dan
Hukum, 2007), hlm. 1-25.
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Walaupun demikian  tulisan ini dapat pula berfungsi terhadap

penelitian untuk memberi gambaran serangkaian laporan terkini tentang

kemajuan mekanisme penerapan Syari’at Islam di Aceh yang terbilang hal

baru dalam penerapannya dalam cakupan Indonesia. Tentu saja tidak seideal

yang diharapkan untuk pembahasan secara spesifik lembaga apa saja yang

mendukung penerapan Syari’at Islam di Aceh yang kalau ingin lebih lengkap

lagi harus mencari referensi lain selain tulisan Abubakar ini, namun ranah

hukum yang ditampilkan memang sangat unik.

5. Makalah yang dikutip kemudian dibukukan dalam Dialog Wacana: Syari’at

Islam dan Sumbangan Pemikiran dari Orang Kristiani oleh Ign Gatot

Saksono22 yang salah satunya memuat tulisan dari Dr. Farida seorang Dosen

ilmu hukum di Universitas Indonesia . Isinya membahas seputar posisi

Peraturan daerah (Perda) khususnya bernuansa Syari’at Islam dalam hirarki

tata aturan hukum nasional Indonesia yang berlaku dengan disertai

kewenangan yang dimiliki oleh Perda yang tidak boleh berlawanan dengan

UU di atasnya yang lebih tinggi.

Makalah ini secara khusus mengkritisi posisi Perda bernuansa

Syari’at Islam yang dianggap penulisnya banyak me nyalahi aturan hukum di

atasnya. Penelitian tentang Aceh ini hendak menampilkan problematika

hukum Islam dengan hukum nasional yang penerapannya cenderung

menyerupai negara federal sebagaimana yang diberlakukan di Amerika

22 Ign Gatut saksoNo, Dialog wacana Syari’at Islam dan Sumbangan Pemikiran dari
orang Kristiani, (Yogyakarta, Rumah belaj ar Yabinkas, 2009). Hal. 142-160.
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Serikat dimana masing-masing negara bagiannya dapat menerapkan hukum

yang berbeda dengan daerah lainnya.

Fungsi makalah ini sangat membantu dalam mentelaah kedudukan

Perda khususnya bernuansa Syari’at terhadap tata hukum Indonesia, dan tentu

saja makalah ini berperan dalam mendeskripsikan Perda bernuansa Syari’at di

mata hukum Nasional. Namun jika penelitian tentang Aceh dikhu suskan

tampak sangat jelas perbedaan mendasar dalam melihat posisi Aceh yang

diberi kewenangan sebagai daerah otonomi khusus yang sangat berlainan

dengan daerah lainnya yang juga memiliki Perda bernuansa Syari’at Islam

karena di Aceh Perda bernuansa Syari’at Islam di undangkan menjadi Qanun

yang diberikan kewenangannya ole h Jakarta pada pemerintah Aceh yang

tidak dimiliki oleh daerah lain terutama seperangkat institusi yang

mendukung penerapannya.

6. Laporan oleh Human Right Watch sebuah institusi Hak Asasi Manusia yang

berjudul menegakkan moralitas pelenggaran dalam penerapan Syari’at Islam

di Aceh, Indonesia.23 Menyorot tentang pelanggaran HAM dalam penerapan

Syari’at Islam di Aceh dalam bidang hukum khalwat, kewajiban memakai

busana muslim dan proses hukumnya. Dalam hukum khalwat dianggap

merampas hak seseorang untuk berhubu ngan dengan orang lain berdasarkan

suka sama suka begitu juga kewajiban mengenakan busana muslim bagi

perempuan diasumsikan melanggar hak wanita untuk memakai busana apa

23 Lihat Laporan Human Rights Watch, Menegakkan Moralitas, Pelanggaran
Penerapan Syari’at Islam Di Aceh, Indonesia, (Newyork, Human Rights Watch, 2010), hlm. 1 -
83.
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saja yang disukainya dan proses hukum sering diberlakukan tanpa melalui

proses persidangan serta terkesan tebang pilih.

Laporan ini sangat membantu khu susnya memperkuat adanya

indikasi pelanggaran HAM dalam penerapan Syari’at Islam di Aceh yang

kemudian dalam penelitian ini dimintakan kepada mahasiswa Aceh untuk

menanggapinya, kekurangan da lam laporan ini dilengkapi dengan i su

hukuman cambuk yang terkesan juga melanggar HAM yang sebelumnya

tidak dibahas dalam laporan. I su HAM dewasa ini memang menjadi

pembicaraan yang sering diangkat di kalangan akademisi mengingat sangat

stategis untuk masa depan keberadaban manusia. Laporan ini meletakkan

nilai dasar HAM yang harus dihormati oleh semua negara terlebih dalam

beberapa entri poin Indonesia telah meratifikasinya yang berarti bukan hanya

dihormati oleh Indonesia tetapi juga dapat mengaplikasikan nya. Isu

pelanggaran HAM dikaitkan dengan Syari’at dengan kacamata Barat dan

Islam sangat menarik untuk dianalisis dalam penelitian terkini dengan variatif

yang khas dari hasil respon para mahasiswa Aceh terhadap isu HAM dalam

penerapan Syari’at Islam di tanah kelahiran mereka.

D. Kerangka Teoritik

1. Teori-Teori Yang Digunakan

Beberapa kerangka teoritik mempunyai relevansi dengan tema

penelitian ini baik dalam bidang politik, hukum maupun HAM. Dalam proses

penelitian beberapa kerangka teori sengaja dikutip untu k membantu
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memudahkan proses jalannya penelitian, kemudian setelah beberapa teori

dikutip dikaitkan dengan kerangkanya terhadap penelitian yang mempunyai

cakupan tersendiri  dan akhirnya dikemukakan benang merah atau titik temu

antar teori dalam menjelaskan jalannya proses dari awal hingga akhir.

a. Analisis Wacana

Setelah menganalisis, pilihan penulis untuk bidang politik jatuh

pada analisis wacana yang dikenalkan oleh fil suf  prancis Michel Foucault,

seorang  yang dikenal sebagai salah seorang tokoh post mod ernis.

Pemikiran modernisme diantaranya ditandai oleh fokus pembahasan dari

‘manusia’ kepada ‘bahasa’. Kekecewaan sebagian pemikir Eropa terhadap

sains dan teknologi yang telah melahirkan industrialisasi dan munculnya

era baru yang disebut era informasi telah mendorong para pemikir ini

untuk mengkritik filsafat pencerahan yang men gusung universalisme dan

narasi-narasi besar. Universalisme dihantam dengan menekankan bahwa

manusia sebenarnya mengetahui se suatu bahkan ‘menjadi ada’ dalam

pengertian eksistensialisme. Adalah bukan karena ia berfikir rasional

(seperti apa yang dikatakan descartes) melainkan karena bahasa.

Secara umum bahasa adalah sistem simbol yang secara arbiter

menghubungkan antara penanda (signifier) dengan petanda (signified) atau

dalam bahasa arab antara ism (nama) dengan musamma (yang dinamai).

Karena nama dan yang dinamai atau penanda dan petanda tidak identik,

dan bahwa hubungan antara keduanya bersifat arbitrer, (artinya tidak ada

aturan yang mesti diikuti) maka bahasa pada dasarnya tida k
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menyampaikan makna yang universal. 24 Suatu pemikiran (yang tentu

diungkapkan dalam bahasa) bisa diterima oleh banyak orang, padahal

bahasa itu tidak menyampaikan makna yang universal. Foucault

menegaskan bahwa suatu pemikiran atau suatu pengetahuan bisa diterima

atau ditolak sangat bergantung pada relasi -relasi kuasa (power relations) di

masyarakat yang bersangkutan. Bahkan bagi Foucault, pengetahuan

identik dengan kekuasaan. Kekuasaan baginya tidak terpusat melainkan

menyebar kemana-mana. Lebih jauh lagi, kekuasaan bahkan tidak terletak

pada subjek manusia, melainkan pada bahasa itu sendiri. Sebuah karya

tulis yang telah dipublikasi sebenarnya sudah independen dari

pengarangnya. Karena itu tak heran kalau suatu karya dapat memiliki

pengaruh ‘berkuasa’ yang continue meskipun penulisnya sudah tiada.25

Dalam kerangka epistemologis diatas, Foucault kemudian

mengembangkan teori ‘wacana’. Menurutnya, the term discource can be

defined as the group of statements that belong to a single sistem of

formation; i shall be able to speak aclinical discourse, eco nomic

discourse, the discourse of natural history, psychiatric discourse”. 26

Seperti yang kita lihat dari definisi Foucault, pertama, wacana adalah suatu

kelompok dari berbagai pernyataan, bukan satu atau dua perny ataan,

24Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
hlm. 27-32.

25 Michel Foucault, “What Is An Author” dalam Paul Rainbow, The Foucault
Reader, (London: Penguin Books, 1984), hlm. 101 -120.

26 Michel foucault, The Archeology of  Knowledge, Trans A. M. Sheriden Smith (New
York: Pantheon Book, 1972), hlm. 107-108.
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bukan satu atau dua pernyataan saja. Kedua, kumpulan pernayataan itu

dibentuk melalui sistem formasi tertentu.

b. Resolusi Konflik

Kenyataan bahwa di Aceh seringkali terjadi konflik tidak hanya

pra kemerdekaan tetapi juga pasca kemerdekaan membuat te ori resolusi

konflik cukup representatif untuk diaplikasikan dalam menangani

berbagai konflik Aceh. Pada perjalanannya teori resolusi konflik cukup

berhasil mengatasi berbagai perlawanan yang dilancarkan pada pemerintah

pusat dengan mengedepankan berbagai kesepakatan politik untuk

mengakhiri eskalasi konflik Aceh. Dalam pandangan John Barton , studi

konflik memiliki dua fokus perhatian, yaitu pertama, menjelaskan gejala

konflik dan kekerasan di dalam masyarakat dan masyarakat dunia, guna

menemukan pendekatan konstuktif untuk memecahkannya; kedua,

memberikan penjelasan terhadap permasalahan konflik, untuk menemukan

prinsip-prinsip dari proses dan kebija kan yang diturunkan dari suatu

penjelasan mengenai konflik. 27

Dalam pandangan Barton, resolusi konflik adala h upaya

transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari

suatu prilaku konfliktual sebagai suatu hal yang  utama. Ada perbedaan

antara resolusi konflik sebagai perlakuan terhadap persoalan akar konflik

dengan resolusi konflik sebagai p enanganan konflik dengan cara paksa

atau dengan cara tawar menawar atau perundingan.

27 John Burton, Conflict: Resolution and Prevention, (New York: The Macmillan
Press Ltd, 1990), hlm. 3.
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Pendekatan menang-menang seringkali juga disebut sebagai

langkah diplomasi. Dalam konteks ini, pendekatan diplomasi ditijukan

untuk menghentikan perang dan kekerasan, deng an tahapan; a).

pencegahan konnflik yaitu mencegah perselisihan di antara kelompok -

kelompok yang bertikai melalui pembenahan struktural, kelembagaan,

ekonomi dan budaya; b). pencegahan eskalasi: mencegah baik eskalasi

konflik vertikal dan horizontal agar t idak lebih memburuk dan

mengundang aktor-aktor baru yang terlibat di dalamnya; dan c).

pencegahan pasca konflik: mencegah berulangnya konflik melalui

reintegrasi dan rekonstruksi masyarakat yang telah tercabik -cabik karena

konflik.28

Dalam teori ini para pihak yang berkonflik diarahkan untuk

memandang konflik yang sebelumnya cenderung pada menang -kalah

menjadi konflik menang-menang. Konflik menang kalah adalah konflik

yang antagonistik, sementara konflik menang-menang adalah situasi

konflik dimana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya mengadakan

kompromi dan kerjasama, yang pada akhirnya dapat diselesaikan.

c. Politik Hukum

Keterkaitan wacana dengan politik hukum sangat menarik untuk

memaparkan teori politik hukum yang dipertahankan oleh Mahfud MD

dalam disertasinya yang di UGM tahun 1993. Hipotesanya adalah

konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum

28 Janie Leatherman, dkk, Memutus Siklus Kekerasan Pencegahan Konflik Dalam
Krisis Intranegara, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 131-132.
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tertentu pula. Dengan pertimbangan fungsi dan peran hukum sangat

dipengaruhi dan kerapkali diintervensi oleh kekuatan politik. Pengaruh

konfigurasi politik terhadap hukum dikarenakan adanya konstatasi bahwa

otonomi hukum di Indonesia cenderung lemah terutama jika berhadapan

dengan subsistem politik. Tegasnya konsentrasi energi hukum selalu kalah

kuat dari konsentrasi energi politik. 29

Konstatasi ini dapat dilihat dari fakta bahwa sepanjang sejarah

Indonesia, pelaksanaan fungsi dan penegakkan hukum tidaklah berjalan

seiring dengan perkembangan strukturnya. Dikatakan bahwa jika program

kodifikasi dan unifikasi hukum dijadikan ukuran pembangunan s truktur

hukum, struktur hukum telah berjalan cukup baik dan stabil karena dari

waktu ke waktu ada peningkatan produktivitas; tetapi, pada sisi lain, dapat

dilihat juga bahwa fungsi hukum cenderung merosot.

Dapat dikatakan bahwa struktur hukum dapat berkemb ang dalam

segala konfigurasi politik yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan

kodifikasi dan unifikasi berbagai bidang hukum tetapi pelaksanaan fungsi

atau penegakan fungsi hukum cenderung lemah. Ketidak sinkronan

pertumbuhan antara fungsi dan struktur h ukum itu disebabkan oleh

terjadinya gangguan oleh tindakan -tindakan politik terhadap upaya

penegakan fungsi hukum tersebut. Seorang pakar mengandaikan situsi

tersebut seperti gambaran hubungan antara rel dan kereta api. Jika rel

diibaratkan hukum dan kereta api sebagai politiknya, akan terlihat bahwa

29 Lihat Satjipto Raharjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin
Dalam Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 71. Dalam Mahfud MD,
Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 2.
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kereta api itu telah berjalan di luar relnya. 30 Kerapkali hukum itu tidak

ditegakkan sebagaimana mestinya karena adanya intervensi kekuatan

politik.

Hukum sebagai produk politik, sehingga karakter setiap produk

hukum akan sangat ditentukan oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi

politik yang melahirkannya. Banyak bukti bahwa setiap produk hukum

merupakan hasil dari keputusan politik seh ingga hukum dapat dilihat

sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang sal ing berinteraksi di

kalangan para politisi. Hukum dapat dijadikan alat justifikasi bagi visi

politik penguasa.

Terlihat  juga penerapan Syari’at Islam di Aceh begitu kental

aroma politiknya, sehingga kecenderungannya Aceh menyerupai bentuk

federal. Walaupun demikian, teori politik hukum ini mampu memetakan

tradisi Indonesia sangat mudah terjadinya kesepakatan -kesepakatan

sebelum hukum tertentu diterapkan, proses rapat penentuan di senayan

dapat dikatakan sekedar formalitas karen a keputusan sebelumnya sudah

didapat sebelum rapat berlangsung di meja transaksi politik.

Aceh mendapatkan kebebasan menerapkan Syari’at Islam dengan

disertai seperangkat lembaga dan aturan pendukung yang menyertainya

juga mengalami proses politik  yang boleh jadi bertentangan dengan

prinsip kesetaraan di mata hukum mengingat Indonesia menggunakan

30 Lihat Sri Sumantri, Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif
Kebijaksanaan, dalam Dalam Mahfud MD, Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia
(Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 3.
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hukum nasional bagi seluruh rakyatnya. Aceh sebagai bagian dari

Indonesia dapat menerapkan hukum Islam yang notabene berbeda

dikarenakan dalam rentetan peristiwa yang melatarbelakanginya sang at

kuat aroma politiknya yang determinan atas hukum.

2. Titik  Temu Antar  Teori

Titik temu antar teori dimaksudkan agar mempermudah dalam

proses penelitian, sebagaimana fungsinya kerangka teoretik adalah membuat

kerangka penelitian berdasarkan alur teori yang dikemukakan oleh para ahli

dalam bidang tertentu. Beberapa teori yang telah dikemukakan mempunyai

kaitan spesifik dengan politik, hukum dan HAM  yang pada langkah

berikutnya akan dikaitkan dengan i su penerapan Syari’at Islam di Aceh.

Masing-masing teori mempunyai hubungan yang paralel namun masih perlu

dijelaskan korelasi antar teori. Hubungan antar teori dalam proses penelitian

ini diawali dengan merujuk teori analisis wacana yang dipopulerkan oleh

Foucault, wacana juga  memandang siapa yang ber wacana dan siapa yang

berwacana inilah yang menentukan berpengaruh atau tidaknya wacana

tertentu. Foucault menegaskan bahwa suatu pemikiran atau pengetahuan

dapat diterima atau ditolak sangat tergantung pada relasi -relasi kuasa di

masyayrakat yang bersangkutan. Bahkan menurutnya pengetahuan identik

dengan kekuasaan dikarenakan pengetahuan tidak ter pusat melainkan

menyebar kemana-mana.31 Wacana penerapan Syari’ah Islam di Aceh dapat

diterapkan karena yang mewacanakannya adalah Aceh yang memiliki daya

31 Michel Foucault,  What is an author?, dalan Paul Rainbow (ed)., The Foucault
reader (London: Penguin books, 1984), hlm. 101 -120.
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tawar signifikan bagi pemerintah pusat. Hal ini akan sulit terwujud dan

bahkan tidak ditanggapi secara serius jika yang mewacanakannya bukan

Aceh karena perhitungan daya tawar suatu daerah untuk penerapan aturan

tertentu.

Ini pula yang bisa ditarik titik korelasi nya dengan teori politik

hukum yang dipopulerkan oleh Mahfud, menurutnya yang dikatakan politik

hukum berarti politik yang mempengaruhi penerapan hukum dan hukum

yang mempengaruhi politik, dengan kata lain politik hukum adalah arah

kebijakan hukum yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang

akan diberlakukan  untuk mencapai tujuan negara.32 Bisa dibaca arah dari

kedua teori ini dengan mendefinisikan bahwa Hukum Islam yang diterapkan

di Aceh merupakan kompromi pemerintah pusat demi keutuhan negara

Republik Indonesia, agar tujuan negara tidak terhalang dengan tuntutan

Aceh yang menginginkan untuk merdeka dan tujuan rakyat Indonesia secara

keseluruhan dapat diakomodir secara menyeluruh. Titik temu antar teori ini

dapat digambarkan dengan wacana yang disuarakan oleh rakyat Aceh untuk

menerapkan Hukum Islam mempunyai daya tawar serta terhubung dengan

jaringan kuasa kemudian diakomodir oleh kekuasaan pusat sebagai hukum

yang dipilih untuk diterapkan demi tujuan keutuhan republik Indonesia yang

masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian merasa sama -sama

menang.

32 M. Mahfud MD, Perdebatan  Hukum Tata negara Pasca Amandemen Konstitusi ,
(Jakarta:  LP3ES, 2007), hlm.  48.
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Perasaan sama-sama menang inilah yang dalam teori resolusi konflik

sangat diutamakan guna tercapainya sebuah kesepakatan yang pada poin

akhirnya adalah dapat mengakhiri konflik antar kedua belah pihak yang

telah banyak memakan korban tidak hanya biaya, air mata tetapi juga

nyawa. Hasil dari resolusi konflik berupa perjanjian Helsinki yang

memberikan keuntungan pada kedua kubu, salah satunya kesepakatan

penerapan Syari’at Islam bagi Aceh.

Dengan pertemuan antar teori diatas r espon mahasiswa Aceh di

Yogyakarta diteliti serta dianalisis. Dengan disertai wacana mutakhir

politik, hukum dan HAM tentu saja akan menjadikan penelitian ini menarik

untuk ditelaah lebih lanjut apalagi dikaitkan dengan penera pan Hukum

Islam di Aceh atau juga bisa lebih jauh di negara Indonesia secara

keseluruhan yang pasti akan menimbulkan reaksi yang beragam dari

berbagai kalangan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis kritis den gan metode

kualitatif, dengan mengikuti langkah-langkah: 1). Memilih data secara

selektif dengan seobjektif mungkin yang berkaitan dengan penelitian baik

yang bersifat primer maupun sekunder; 2). Data tersebut diseleksi

kevalidannya; 3). kemudian dikaitkan dengan kajian terkini yang telah

ditemukan oleh para ahli untuk diolah dengan analisis ilmiah; 4). Selanjutnya
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data diurai atau diklasifikasi dalam kategori -kaegori untuk dijadikan kerangka

demi memudahkan dalam sistematika penelitian.

Tahapan penelitian dilakukan tiga langkah; perisapan, pelaksanaan

dan diakhiri dengan penyusunan. (1). Persiapan, dimulai dengan

pengumpulan bahan-bahan kepustakaan dan referensi yang dapat dijadikan

rujukan, dilanjutkan dengan penyu sunan serta pengajuan usulan penelitian;

(2). Pelaksanaan, dilakukan dengan dua langkah; (a). pada referensi

kepustakaan, dimulai dengan pengumpulan data dan pengkajian data

sekunder, (b). dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data.

Hal ini diatur dengan membuat janji untuk wawancar a dengan para responden

di waktu dan tempat yang disepakati bersama; (3). Penyelesaian, diwujudkan

dengan menganalisis data penelitian, dengan mengelompokkan serta

menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan dan dilanjutkan dengan

penulisan laporan awal, kon sultasi, revisi dan diakhiri dengan

penyempurnaan laporan akhir.

a. Data Dan Sumber Data

1). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan

(field research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan

di lapangan.33 Lapangan dalam hal ini adalah mahasiswa Aceh di

Yogyakarta.

2). Sifat Penelitian

33 Sarjono dkk, Panduan Penulisan Skripsi (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama
Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004) hlm, 21.
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Pembahasan dalam tulisan ini bersifat eksplorat if, yaitu

memaparkan respon mahasiswa Aceh Yogyakarta terhadap penerapan

Syari’ah Islam di Aceh.

3). Sumber Data

a). Primer

(1). Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan

Informan yaitu mahasiswa Aceh di  Yogyakarta.

(2). Literatur-literatur maupun tulisan-tulisan mengenai penerapan

Syari’at Islam di Aceh dan kaitannya dengan aspek politik,

hukum dan HAM.

b). Sekunder

(1). Buku-buku yang membahas penerapan Syari’at Islam di Aceh

serta aspek politik, hukum dan HAM yang mempengaruhi

dibelakangnya.

(2). Buku-buku lain sebagai pendukung.

Sebagai tambahan untuk pemahaman yang lebih luas dan lebih

terinci, buku dan informasi dar i media juga menjadi rujukan sebab yang

diteliti adalah informasi yang ramai diperbincangkan di kancah politik

Indonesia dewasa ini. Penelusuran lewat media berupa memperoleh

data tentang suatu masalah yang terkait dengan penelitian ini melalui

website di internet, seperti artikel dan opini sebagai bentuk data -data

fakta. Dan koran atau informasi lainnya yang mambahas hal yang

terkait dengan penelitian ini sebagai pendukung data.
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4). Teknik Pengumpulan Data

Agar data dapat terkumpul dengan lengkap dan tepa t, maka

peneliti menggunakan dua teknik, yaitu wawancara dan observasi

adalah sebagai berikut:

a). Wawancara (In dept interview)

Metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan

data yang terpenting sehingga tanpa wawancara peneliti akan

kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan

bertanya langsung kepada Informan. Dan yang semacam itu adalah

tulang punggung penelitian. 34 Wawancara juga berarti penelititan

dengan cara mengumpulkan data melalui komunikasi lang sung

dengan subyek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini

menggunakan bentuk semi struktur, yaitu mula-mula menanyakan

beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu

diPerdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. 35

34 Masri Sangrimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survai , (Jakarta : LP3ES,
1989) hlm, 192.

35 Ibid, hlm, 124.
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Peneliti melakukan wawancara terhadap 20 Informan dari

mahasiswa Aceh berlatar belakang  aktivis Taman Pelajar Aceh

yang masih aktif kuliah, Informan terdiri dari 5 wanita dan 15 pria.36

Hal ini dikarenakan ke 20 mahasiwa Aceh baik aktivis aktif Taman

Pelajar Aceh maupun sekedar anggota seca ra umum dipandang

mampu mewakili kecenderungan utama dalam pemikiran politik,

hukum dan HAM dibalik penerapan Syari’at Islam  di Aceh.

karenanya 20 Informan dalam penelitian ini dia sumsikam mewakili

pendapat masyarakat Aceh terhadap penerapan Hukum Islam d i

Aceh.

b). Partisipasi Observasi (participant observasi)

Observasi (observation-ing) menurut kamus Oxford adalah

“ability to Notice things” artinya kemampuan mencatat se suatu.37

Sedangkan metode observasi adalah penyelidikan penginderaan

kepada obyek dengan sengaja mengadakan pencatatan. 38 Proses ini

dimaksudkan untuk memahami ide, minat, perhatian, dan prilaku

politik mahasiswa Aceh di Yogyakarta. Dengan pemaparan dari para

36mahasiswa asal Aceh yang menjadi Informan ber jumlah 20 orang, terdiri dari 15 orang
pria dan 5 orang wanita yang kuliah di berbagai Universitas di Yogyakarta. Para mahasiswa
tersebut adalah; 1. Fauzaturrahman (UIN Sunan kalijaga); 3. Suryadharma Sufi (UAD); 4. Ismed
(UIN Sunan Kalijaga); 5. Budi Mulyana (UGM); 6. Teuku Candra (UGM); 7. Rizky Kadar
Reskan (UGM); 8. Hery Gunawan (UPN Veteren); 9. Akmal Novizar (UGM), 10. Hafiz Islami
(UGM); 11. Aria Putu (UNY); 12. Hafid Akbar (Pasca UGM); 13. Iskandar Tsani (ISI); 14. Al
Kaf  (Pasca UIN Sunan Kalijaga) ; 15. Husin (UIN Sunan Kalijaga); 16. Cut Nora Usrina
(UGM); 17. Leni Lestari (UIN Sunan Kalijaga); 18. Novi Yanti (UIN Sunan Kalijaga); 19.
Ismaturrahmi (UGM); 20. Fitria Ermawati (UGM).

37 Martin H. Manser, Oxford Learne’s Pocket Dictionary, (New York Oxford
University : fifth Impression, 1995) , hlm. 283.

38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993) , hlm. 128.
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Informan mengenai penerapan Syari’at Islam di Aceh pada gilirannya

mawarnai gambaran wacana pertimbangan untuk menetapkan

kebijakan pusat bagi daerah.

b. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema dan dapat dirumuskan hi potesis kerja seperti yang disarankan oleh

data.39 Juga bisa diartikan upaya mencari data dan menata secara sistematis

catatan hasil wawancara dan observasi untuk meningkatkan pemahaman

tentang objek yang menyajikan bagi temuan orang lain. 40 Analisa data yang

peneliti gunakan adalah cara berfikir induktif, yaitu analisis yang berangkat

dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit kemudian dari fakta -

fakta itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. 41 Penarikan

kesimpulan dapat dipandang sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.

Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlang sung dan merupakan

suatu tinjauan ulang pada catatan -catatan lapangan atau mungkin menjadi

begitu seksama dan akan memakan tenaga dan peninjauan kembali. 42

Metode analisa data dibuat ke dalam bentuk yang lebih mudah

dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul

39 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,
2002), hlm. 103.

40 Suharsimi, hlm. 131.

41 Sutrisno, Metode Research, (Yogyakarta : Andi Offest, 1998) , hlm. 142.

42 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) ,
hlm. 60.
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dalam penelitian digunakan metode kualitatif, yaitu analisa data yang

digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap yang

diperbolehkan dari penelitian ini, yang diwujudkan dalam uraian -uraian

berbentuk kalimat, bukan berbentuk angka -angka. Data-data yang

dikumpulkan dari berbagai sumber yang membahas tentang penerapan

Syari’at Islam di Aceh dianalisis. Dengan acuan melihat seputar keaslian

data-data tersebut serta otoritas terhadap responden yang memberikan

informasi guna mendapatkan kesimpulan akurat terhadap permasalahan -

permasalahan penelitian. Data -data yang tidak relevan atau tidak asli akan

dikesampingkan dan hanya da ta-data aslilah yang menjadi sumber

penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa Aceh yang kuliah di

berbagai Universitas di Yogyakarta yang secara keorganisasian terhimpun

dalam Taman Pelajar Aceh (TPA). Dengan menganalisis resp on mahasiswa

Aceh Yogyakarta terhadap penerapan Syari’at Islam di Aceh diharapkan

mendapatkan gambaran pandangan mereka terhadap p emberlakuan hukum di

Aceh. mahasiswa Aceh Yogyakarta pada umumnya menempati asrama

mahasiswa Aceh yang dibangun oleh pemerintah Aceh di  Yogyakarta.

Disamping itu juga banyak yang menyewa kamar di sekitar kampus -kampus

yang terdapat di Yoyakarta.
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a. Alasan Memilih Objek Penelitian

1. Dikarenakan pentingnya peran mahasiswa dalam penerus kepemimpinan

kalangan tua maka sangat penting untuk mentelaah lebih jauh tentang

pandangan mahasiswa Aceh terhadap penerapan hukum Islam di daerah

mereka yang mendapatkan kesempatan untuk menerapkan hukum Islam.

2. Selain itu juga disebabkan keterbatan waktu dan biaya untuk berangkat

meneliti langsung ke Aceh, sehingga peneliti bera sumsi cukup mendasar

menetapkan objek penelitian pada mahasiswa Aceh Yogyakarta yang

diasumsikan tergolong masyarakat Aceh terpelajar dalam membaca

penerapan Syari’at Islam di Aceh dari segi politik, hukum dan HAM.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian lebih banyak dilakukan di tempat tinggal para mahasiswa

Aceh di Yogyakarta yang pada umumnya menempati asrama mahasiswa Aceh

yang difasilitasi pemerintah Aceh walaupun ada banyak juga mahasiswa Aceh

yang memilih untuk mengontra k atau indekos. Pilihan pada respon mahasiswa

Aceh ogyakarta terhadap penerapan Syari’at Islam di Aceh cukup membantu

untuk melihat secara umum walaupun tidak bisa digeneralisir pandangan

rakyat Aceh terhadap penerapan Syari’ah Islam di Aceh.

Alasan memilih respon mahasiswa Aceh Yogyakarta terhadap

penerapan Syari’at Islam di Aceh:

1. Aceh memiliki kebudayaan yang cukup unik dengan identitas ke Acehan

yang sangat kuat  dengan ciri utamanya adalah rasa bersatu orang Aceh

sebagai sebuah bangsa serta semangat perlawanan Aceh yang begitu kental,



35

khususnya terhadap pihak yang ingin menjajah Aceh. Catatan Kahin tentang

revolusi sosial di Aceh mengilustrasikan bahwa sejak dulu revolusi sosial di

Aceh selalu diintegrasikan dengan pandangan keislaman, terutama dalam

perlawanan yang disebut oleh rakyat Aceh sebagai perang sabil.

2. Aceh, kebudayaan dan masyarakatnya memiliki komitmen yang cukup erat

terhadap Islam yang tergambar dalam syair sederhana: Adat basandi syara,

syara basandi kitabullah. Artinya Adat berdasarkan Syari’at Islam, Syari’at

Islam merujuk pada al-Quran. Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak

Syiah Kuala, Qanun bak Putraoe Phang, Reusam bak Laksamana, Hukum

ngon adat, Lagee zat ngon sifeuet. Artinya: Adat berada di tangan Sultan,

Hukum berada di tangan ulama, Reusam berada di tangan Laksmana, Qanun

berada di tangan Putri Phang, Hukum dengan adat, seperti zat dengan sifat.

Artinya hubungan antara adat dan Aceh dan Islam begitu erat, bisa dipilah

namun tidak untuk dipisah. Aceh adalah Islam yang meland asinya dalam

tata kenegaraan, bermasyarakat maupun dalam hubungannya dengan Tuhan .

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan jalannya penelitian dan untuk kajian ini tidak terjadi

tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, diperlukan pembahasan yang

sistematis dan terukur, untuk itu dicantumkan sistematika pembahasan.

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang di awali oleh pendahuluan dan diakhiri

dengan bagian penutup. Masing -masing bab mempunyai sub bahasan yang
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mendukung dan mempunyai korelasi dengan tema penelitian dengan didesain

untuk menginformasikan secara jelas objek yang diteliti.

Bab pendahuluan memaparkan proposal dari penelitian ini; muatannya

sebagimana proposal skripsi standard yang direkomendasikan Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, alasan mengapa

memilih objek penelitian dan alasan yang memperkuat penelitian lai nnya dan

pada bagian akhir bab ini disertai sistematika pembahasan.

Pada bab dua mengangkat pengenalan sekilas tentang Aceh dan

kebudayannya, pembahasan definisi, sumber-sumber dan ruang lingkup

Syari’at, dan penerapan Syari’ah Islam di Aceh . Dengan demikian diharapkan

mampu memberikan gambaran yang lebih mudah bagi kalangan yang berminat

untuk mengembangkannya di masa yang akan datang.

Bagian ketiga menarasikan tentang mahasiswa yang diteruskan dengan

pembahasan mengenai eksistensi mahasiswa Aceh di Yogyakarta yang

terhimpun dalam organisasi Taman Pelajar Ace h (TPA), organisasi lainnya di

bawah koordinasi TPA dan yang terpenting adalah hasil persepsi mahasiswa

Aceh Yogyakarta pada aspek politik, hukum dan HAM terhadap penerapan

hukum Islam di Aceh.

Bab empat mengetengahkan analisis respon mahasiswa Aceh

Yogyakarta dari perspektif politik, hukum dan HAM dalam penerapan

Syari’ah Islam di Aceh . Bagian inti adalah analisis mendalam terhadap hasil
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persepsi mahasiswa yang dipadukan dengan sentuhan analisis keran gka teori

yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan yang menjawab

berbagai pokok permasalahan yang disajikan pada bab sebelumnya yang juga

dibagi secara sistematis dan teratur untuk memudahkan membaca hasil yang

didapat.

Bab lima adalah bagian penutup, sebagai bab akhir yang memfokuskan

pada kesimpulan dari hasil penelitian, dan dilanjutkan dengan rekomendasi

pada poin yang berkaitan dengan penelitian serta diakhiri dengan kritikal

terhadap cakupan penelitian dan kebijakan publik yang lebih lu as. Dengan

maksud memberikan saran kepada berbagai pihak  yang terlibat dalam politik,

hukum dan HAM pada penerapan Syari’at  Islam di Aceh seperti dan terutama

pemerintah serta masyarakat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah respon dari mahasiswa Aceh rantau di

Yogyakarta, dipisahkan oleh ribuan mil jauhnya di seberang samudra yang

menanggapi penerapan Syari’at Islam di daerah mereka dari aspek politik,

hukum dan HAM. Persepsi ini bisa juga membaca perkembangan

pandangan masyarakat Aceh secara keseluruhan di daerah yang terletak

paling Barat pulau Sumatera tersebut. Tidak bisa dikatakan ideal memang,

tapi cukup membantu bagi pusat pemerintahan di Jakarta untuk menentukan

kebijakan terhadap Aceh setelah penandatangan Mou Helsinki ataupun juga

bagi daerah lainnya di Indonesia dengan melihat kekhasan yang dimiliki

rakyat Indonesia yang heterogen sebagai fakta serius pertimbangan

pembuatan keputusan penting.

Perspektif mahasiswa Aceh yang kuliah di berbagai Universitas di

kota pendidikan Yogyakarta terhadap Penerapan Syari’at Islam di Aceh

dalam bidang  politik, hukum dan HAM dapat dikatakan sebagai tanggapan

yang lahir dari kalangan elit rakyat Aceh, mengingat posisi mahasiswa

beserta sederet argumentasi  yang mereka hasilkan mampu membentuk

kerangka pikir masyarakat Aceh di tanah  rencong dalam menyikapi

penerapan Syari’at Islam di bumi mereka. Tidak jarang pandangan

mahasiswa menenangkan dan membawa keberkahan bagi rakyat Aceh,
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misalnya mampu mentransfer energi positif melihat penerapan Syari’at

Islam di Aceh sebagai prestasi yang didapat untuk menjaga kelang sungan

dan mewujudkan kejayaan Aceh yang berdaulat, terhormat dan bermartabat.

Tapi juga bisa membuat keadaan kian keruh karena sikap idealisme kaum

muda melihat Aceh yang ideal adalah dengan merdekanya Aceh dari

Indonesia yang berarti memunculkan kembali hasrat yang memang terus

berkembang di sebagian kalangan pada masyarakat Aceh yang pa da

gilirannya bisa ditebak membuat konflik kembali berkecamuk.

Tanggapan optimis yang membawa keyakinan akan kehormatan

Aceh dalam kemampuannya melaksanakan hukum Islam mampu

mendorong pembangunan yang konstuktif dalam suasana Aceh yang belum

begitu lama berdamai setelah perang berkecemuk memakan banyak waktu

beberapa generasi Aceh dari masa ke masa. Tanggapan ini lahir

menitikberatkan pada persoalan ideology yang mampu menjawab berbagai

persoalan Aceh dan karenanya menegakan hukum Islam menjadi sebuah

kewajiban bagi segenap kaum muslim Aceh. pengingkaran terhadap Syari’at

Islam sama saja mengingkari ajaran suci agama yang diwajibkan pada setiap

Muslim Aceh, maka karenanya setiap energi dikerahkan untuk mewujudkan

penerapan Hukum Islam walaupun harus dengan jalan perang sebagaimana

pada tuntutan pemuda Aceh di awal hengkangnya Jepang dari Aceh dan

Aceh bergabung dengan Indonesia.

Sementara tanggapan yang melahirkan pandangan revolusioner tidak

semata melihat masalah ideologi yang menjadi problem utama, melain kan
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masalah ekonomi dan kesejahteraan Aceh yang diabaikan selama Aceh

bergabung dengan Indonesia, bagi kalangan mahasiswa yang berpandangan

demikian, Syari’at Islam cukup dengan pengadopsian nilai -nilai Islam

dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam faktanya masyarakat Aceh

memang sudah Islami. Syari’at Islam hanya dipandang sebagai kesepakatan

politik, bertujuan untuk Aceh jangan merdeka dari Indonesia. A sumsi yang

digunakan adalah dengan menerapkan Syari’at Islam  di Aceh maka

dukungan rakyat Aceh terhadap organisasi pemberontak Gerakan Aceh

Merdeka  akan melemah serta pihak International tidak akan memberikan

dukungan untuk Aceh karena dianggap sebagai bangsa yang jika merdeka

akan segera menjadi negara Islam radikal.

Opsi merdeka memang terus menjadi wa cana politik kolektif

mahasiswa Aceh di rantau, dalam waktu tertentu muncul panas dibicarakan

di asrama-asrama mereka di Yogyakarta, namun dalam waktu yang lain

senyap hening dengan kesibukan tugas akademik yang mereka emban. Tapi

fakta yang tidak bisa dikesampingkan bahwa wacana tersebut terus ada dan

hidup di tengah masyarakat Aceh. tentu saja wacana ini lahir tidak terlepas

dari alasan sejarah Aceh yang penuh dengan heroik nasionalisme Aceh yang

tinggi untuk terus menjaga kehormatan Aceh sebagai sebuah bangsa.

Begitu juga dengan semangat perlawanan yang terus saja tumbuh

merupakan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh orang Aceh, tradisi

mereka menentang terhadap kalangan yang mereka anggap membatasi Aceh

untuk maju atau menjajah Aceh akan dengan cepat m elahirkan pertentangan
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terhadapnya, fakta membuktikan dari awal datangnya Portugis kemudian

dilanjutkan oleh Belanda, Jepang dan terakhir Indonesia dianggap orang

Aceh sebagai pihak yang menjajah Aceh yang telah berdaulat serta

karenanya wajib untuk diperangi. Walaupun  peperangan terakhir sampai

saat ini telah menemui jalan damai di Helsinki, fakta bahwa semangat

perlawanan dari generasi ke generasi Aceh tetaplah tidak bisa

dikesampingkan. Identitas sebagai sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat,

mempunyai peradaban yang tinggi terus saja melekat pada diri rakyat Aceh

secara kolektif, kesadaran akan sebuah bentuk negara yang mampu

membawa pada tercapainya cita -cita bersama sangat erat mempengaruhi

bentuk perjuangan untuk mewujudkannya. Islam mampu bergandeng an

tangan dengan harapan akan kebahagian yang mempengaruhi semangat

perjuangan dalam keadaan perang maupun damai.

Tidak jarang alasan heteroginitas Indonesia dan ketidakadilan

pembagian penghasilan antara pemerintah pusat dengan daerah berdampak

pada nyaringnya suara aspirasi di berbagai daerah termasuk Aceh untuk

menuntut perubahan kerangka hukum negara kesatuan menuju negara

federal. Sistem ini dinilai menguntungkan bagi daerah yang telah lama

diabaikan pembangunannya oleh pusat. Selain itu bagi Aceh secara khusus

hierarkis hukum dalam sistem negara kesatuan dianggap menghalangi kreasi

mereka untuk menerapkan hukum sendiri karena dalam aspek fundamental

tertentu bertentangan dengan hukum tertinggi UUD 1945. Oleh karenanya

menurut mahasiswa pula dengan dasar keragaman dan asumsi



179

ketidakmungkinan menggantungkan nasib sepenuhnya pada Jakarta  untuk

meraih kesejahteraan maka, bentuk negara Federal boleh menjadi sebuah

alternatif yang perlu dikaji lebih serius mengingat alasan pe nolakannya

ketika diberlakukan pada masa silam adalah hanya sebatas negara boneka

bentukan Belanda dan ketakukutan akan bubarnya Indonesia pada masa kini

jika memang negara federal direalisasikan. Kedua alasan pe nolakan

terhadap bentuk negara federal patut dikaji secara kompehensif deng an

pertimbangan percepatan pembangunan berbagai daerah di Indonesia yang

sangat luas dengan sendirinya memerlukan kewenangan yang luas untuk

mengatur daerah mereka masing-masing menurut kearifan lokal.

Pelanggaran HAM yang dilotarkan berbagai lembaga pegia t HAM

International dalam penerapan Syari’at Islam  di Aceh mendapat tanggapan

yang dingin dari mahasiswa Aceh di Yogyakarta. Bagi mereka memang

pada aspek tertentu terdapat pelanggaran HAM seperti dalam kewajiban

memakai jilbab yang membatasi bagi ruang g erak perempuan, tapi

memandang penerapan Syari’at Islam dari kacamata International dan

kaidah HAM yang telah diratifikasi Indonesia semata tanpa

mempertimbangkan aspek agama dan kekhasan masyarakat Aceh dipandang

anti realitas kebutuhan aturan yang menert ibkan masyarakat Aceh.

Pandangan keyakinan masyarakat Aceh yang mayoritas Islam dengan

didukung oleh adat Aceh memang memungkinkan Syari’at Islam diterapkan

di Aceh terlepas dari kesepakatan serta intrik politik tertentu memang

membuka ruang secara lebar d iimplementasikannya Hukum Islam yang



180

rujukannya adalah kejayaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda.

Hendaknya HAM juga melihat dari kekhasan budaya Aceh yang dekat

dengan Islam.

B. Kritikan

Dalam membuat keputusan untuk menampung seluruh aspirasi

berbagai kalangan dari beragam latar belakang, pemerintah pusat memang

harus mengutamakan kepentingan Nasional di atas kepentingan golongan

manapun juga. Tapi komitmen yang demikian jangan juga menutup mata

mengesampingkan keanekaragaman Indonesia yang mempunyai ciri khas

masing-masing. Memang sejauh ini sudah ada daerah tertentu yang

mempunyai kekhasan kekhususan atau Keistimewaan dari daerah lainnya

seperti daerah otonomi khusus Aceh dan Papua, daerah Istimewa

Yogyakarta dan daerah khusus Ibukota Jakarta, namun fakta di lapangan

menunjukkan lain, kekhususan dan Keistimewaan yang didapat daerah

tertentu tersebut seringkali diberlakukan dengan setengah hati karena

peraturan pendukung lainnya tidak diberikan pada daerah.

Melihat kenyataan pada daerah khusus dan Istimewa demikian, patut

kita menganalogikan jika daerah khusus dan Istimewa yang dinaungi

Undang-Undang saja diberlakukan setengah hati apalagi daerah lainnya

yang tidak mempunyai kekhususan atau keIstimewaan yang dinaungi

Undang-Undang. Dengan demikian patu t dipertanyakan pada pemerintah

pusat apakah mereka mempunyai keinginan yang tulus untuk memajukan
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seluruh daerah yang berada dalam tapal Indonesia? Jika ya, berarti perlu

keberanian untuk membuat inovasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan

zaman. Karena beberapa inovasi yang coba dilakukan banyak terhalang

regulasi yang berbelit dan sulit. Langkah nyata semestinya dilakukan untuk

memperbaharui hal tersebut. Misalnya ketika Undang -Undang menghalangi

kemajuan, maka aturannya harus dirubah untuk mewujudkan kesejahteraan.

C. Saran dan Rekomendasi

1. Untuk Pemerintah Pusat

Penting kiranya bagi para pemangku kebijkan tertinggi yaitu

pemerintah pusat di Jakarta untuk melihat Indonesia terkini dengan

kacamata kekinian, bukan melihat Indonesia terkini dengan k acamata

masa lampau. Dalam berbagai aspek fundamental khu susnya sebelum

berbicara nasionalisme harus terlebih dahulu memikirkan upaya

mensejahterakan rakyat di seluruh pelosok negeri. kenyataan saat ini

yang dihadapi adalah daerah-daerah banyak yang menuntut untuk

merubah bentuk negara dari kesautuan ke federal ataupun menuntut

untuk merdeka sebenarnya lebih dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan

yang memang sangat terasa bagi daerah jika dibandingkan dengan proses

jalannya pembangunan di Jakarta.

Pendekatan yang digunakanpun jika menemukan tuntutan untuk

membentuk negara federal dari daerah atau menuntut untuk merdeka

sudah sewajarnya tidak melulu memakai cara represif dengan
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menurunkan angkatan bersenjata sebagai solosi utama, tetapi lebih

kepada pendekatan kesejahteraan. Contoh terkini barangkali yang terjadi

pada tuntutan warga perbatasan terluar wilayah Indonesia yang

berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia di Kalimantan Barat

yang menuntut menggeser tapal batas negara menjorok ke Indonesia.

menanggapi hal demikian semestinya pemerintah melakukan pendekatan

kesejahteraan yaitu bagaimana memikirkan warga  di perbatasan tersebut

hidup sejahtera melalui rekayasa mekanisme pembangunan oleh

pemerintah. pendekatan lembut seperti di Aceh saat ini sudah selayaknya

dilakukan dalam menghadapi daerah yang melakukan tuntutan tertentu.

2. Untuk Rakyat Aceh

Memandang Aceh dalam keadaan damai saat ini haruslah dengan

kepala dingin dengan berdasarkan rasionalitas dan pertimbangan yang

tinggi. Fakta sekarang Aceh jauh lebih baik jika dibandingkan dengan

masa konflik lalu. paling realistis bagi rakyat Aceh sekarang adalah

memanfaatkan momentum perdamain ini bagi percepatan pembangunan

Aceh menuju Aceh yang diidealkan pada masa konflik tanpa harus

mengulangi konflik dengan menjaga Perdamaian.
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